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Pokok Bahasan

Memahami Sistem Pemilu Presiden dan
Wapres

Memahami Sistem Pemilu Kepala Daerah

Memahami Perkembangan Pengaturan
Sistem Pemilu Pilpres dan Pilkada

Studi Kasus




Ketentuan Hukum dan Putusan MK

JUD 1945

JU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu
Presiden dan Wapres

JU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

JU No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu




Pilpres dalam UUD 1945 (1)

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah
suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh
persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden. ***)




Pilpres dalam UUD 1945 (2)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum
dipilin oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang
memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai
Presiden dan Wakil Presiden. ****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Status: RUU Pilpres sedang dibahas di DPR




Pilpres dalam UU No. 23/2003 (1)

Kapan Pilpres diselenggarakan?

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima)
tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menghasilkan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir.

Pemungutan suara untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
pengumuman hasil Pemilu bagi anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.




Pilpres dalam UU No. 23/2003 (2)

Siapakah Peserta Pemilu Presiden/Wapres?

(1) Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon
yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan
partai politik.

(2) Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau
Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat
dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota
DPR kepada KPU.

(4) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari
lumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara
sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.




Pilpres dalam UU No. 23/2003 (3)

Apa syarat menjadi Calon Presiden & Wapres?

(21 syarat)
Persyaratan yang kontroversial:
. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang

sederajat




Pilpres dalam UU No. 23/2003 (4)

Apa saja larangan dalam kampanye Pilpres?

mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon
yang lain;

menghasut atau mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok
masyarakat;

mengganggu ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang
lain;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon; dan
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pejabat negara yang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam
melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas
yang terkait dengan jabatannya & menjalani cuti di luar tanggungan negara




Kasus Rokhim Dahuri dalam Pilpres

(1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain
untuk kampanye yang berasal dari:

negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat
asing dan warga negara asing;

penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
pemerintah, BUMN, dan BUMD.

(7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana
kampanye kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud
Pasal 45 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).




PILKADA DALAM UUD 1945

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagal kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis. **)




Pilkada dalam UU No. 32/2004

Bagian Kedelapan (Pasal 56-119)

Pasal 56

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
partai politik atau gabungan partai politik.

Bagaimana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi PUU/2008?
Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggaraan Pilkada?

Pasal 57 (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.




Calon Perseorangan dan Putusan MK

Pasal 59 (3)

Partai politik atau gabungan partai politik
wajib membuka kesempatan yang seluas-

luasnya bagi bakal calon perseorangan
yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya
memproses bakal calon dimaksud melalui

mekanisme yang demokratis dan
transparan.




Pelanggaran Pilkada
yang Kerap Terjadl

(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan
dan/g?_tﬁu memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
pemilih.

(2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan; pengaturan lama cuti
dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlanngsungan tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.




Konflik Pilkada: Mekanisme
Keberatan Melalui Mahkamah Agung

Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada
Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah
penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan
dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya
pasangan calon.

Mahkamah Agung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh
pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bersifat final dan mengikat.

MA bisa mendelegasikan putusan sengketa melalui PT, dan
putusannya bersifat final dan mengikat.




Studi Kasus

Kasus Pilgub Sulawesi Utara

Apakah tepat secara hukum putusan MA
memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan
pemungutan suara ulang?

Kasus Pilgub Maluku Utara

Apakah tepat secara hukum KPU Pusat
mengambil alih wewenang KPUD untuk
penyelesaian sengketa Pilkada?
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